BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2018 KEMENHUB. Kewajiban Pelayanan  Publik.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan
Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan
Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan
Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk

Angkutan Barang di Laut.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5884);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,
Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
966);



Menetapkan

10.

11.
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang
Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
968).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public
Service Obligation/ PSO) untuk Angkutan Barang di
Laut adalah pelaksanaan pelayaran angkutan barang
ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan
sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan
tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta
keamanan pelayaran.

Pelaksana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik untuk Angkutan Barang di Laut dari dan ke
Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
adalah perusahaan angkutan laut nasional.
Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk

membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban
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pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang
besarnya selisih antara biaya produksi dengan tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Shipping Instruction adalah surat yang dibuat oleh
shipper atau pemilik barang atau perusahaan jasa
pengurusan transportasi yang ditujukan kepada pihak
pengangkut (carrier) atau kapal (pelayaran) untuk
menerima dan memuat muatan yang tertera dalam
surat tersebut.

Konsultan Pengawas adalah pihak yang melaksanakan
verifikasi tagihan dan kegiatan penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di
laut.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktur  Jenderal adalah  Direktur Jenderal

Perhubungan Laut.

Pasal 2

Kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di

laut, diselenggarakan dengan menggunakan kapal barang.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di
laut wajib dilengkapi dengan Shipping Instruction (SI).
Shipping Instruction wajib memuat informasi berupa
nama kapal, nama pengirim, nama penerima barang,
nama dan jenis barang, jumlah berat dalam ton dan
volume barang, pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan.
Dalam  hal barang yang diangkut melalui
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk
angkutan barang di laut tidak dilengkapi dan/atau
tidak sesuai dengan Shipping Instruction maka barang
tersebut tidak diangkut.

Direktur Jenderal menyusun dan menetapkan standar

operasional prosedur Shipping Instruction.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)
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Pasal 4
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. barang kebutuhan pokok dan barang penting
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
b. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan
masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar,
dan perbatasan.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang
berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan
barang di laut.
Ketentuan mengenai jenis barang lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh
Menteri Perdagangan dengan memperhatikan masukan
dari Menteri dan Pemerintah Daerah.
Dalam  hal barang yang diangkut melalui
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk
angkutan barang di laut yang tercantum dalam
Shipping Instruction tidak sesuai dengan jenis barang
lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) barang tersebut
tidak diangkut.
Pengawasan terhadap kesesuaian jenis barang yang
diangkut dengan dokumen Shipping Instruction,
penyelenggara pelabuhan dapat melakukan
pemeriksaan di pelabuhan muat dan pelabuhan

bongkar.

Pasal 5
Trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik
untuk angkutan barang di laut ditetapkan oleh
Menteri.
Menteri dalam menetapkan trayek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kepada

Direktur Jenderal.



